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ABSTRAK

Mediasi yang terintegrasi di pengadilan merupakersgs penyelesaian sengketa
yang wajib ditempuh sebagai instrumen untuk menggirgpenumpukan beban perkara
perdata di pengadilan, peran aktif para pihak dataediasi dengan dibantu oleh mediator
yang netral untuk tercapainya proses perdamaiaalmehediasi yang sederhana, cepat dan
biaya ringan. Penelitian ini bertujuan untuk meradlkpn kejelasan tentang proses
pelaksanaan mediasi di pengadilan yang melipuagah-tahapan mediasi dan efektivitas
pelaksanaan mediasi dalam pengurangan perkaraaglkegdng dihadapi pengadilan dan
upaya mengatasinya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hulagsiologis atau penelitian
yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian diggik analisis yang mengambarkan tentang
pelaksanaan hukum di masyarakat dengan menggumanprimer dan sekunder seperti
data di peroleh dengan wawancara dan data tidajsuaug dari studi kepustakaan berupa
undang-undang, karya ilmiah dan literatur lainy@ng mendukung penelitian.

Proses pelaksanaan mediasi di pengadilan melipatiapan-tahapan yang
pengaturanya bersifat umum dan tidak rinci: perdaft gugatan oleh pihak dengan
membayar biaya perkara dan penentuan hakim dannggiten para pihak: pada tahap pra
mediasi majelis hakim menjelaskan tentang med@asidilanjutkan penentuan mediator dan
tahap proses mediasi penyerahan resume dan mengpsnh@erdamaian dari mediator dan
dilanjutkan dengan sesi pertemuan atau kaukus,ap&ahakhir mediasi menghasilkan
kesepakatan perdamaian atau gagal. Penyebab fiektkveya mediasi karena keterbatasan
tenaga mediator, fasilitas, dan kurangnya dukurdganpara pihak, upaya yang dijalankan
agar pelaksanaan mediasi berjalan efektiv dengasterk@ penentuan mediator dan

penyediaan ruangan untuk mediasi.
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PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Manusia adalah mahluk sosiaopn politicon, yakni mahluk yang tidak dapat
melepaskan diri dari berinteraksi atau berhubungatu sama lain dalam rangka
memenuhi kebutuhanya baik yang bersipat jasmaniporauohani. Dalam melakukan
hubungan dengan manusia lain sudah pasti terjadap@an dan perbedaan-perbedaan
dalam kepentingan, pandangan, dan perbedaan inat daqelahirkan perselisihan,

pertentangan atau konflik.

Penyelesaian konflfk secara damai sudah dipraktekan dalam kehidupan
masyarakat Indonesia berabad-abad lalu sepertiksenganah di Sumatera Barat,
penyelesaian sengketa diselesaikan dengan dantmsieradat yaitu diselesaikan pada
lembaga dan tetua adat seperti penghulu, bundaukanderdik pandai, dan alim ularha.
Masyarakat Indonesia merasakan penyelesaian senggedra damai telah mengantarkan
mereka pada kehidupan yang harmonis, adil, seimbdag terpeliharanya nilai-nilai
kebersamaan dalam masyarakat. Masyarakat mend@myzenyelesaikan sengketa

mereka secara tepat dengan menjunjung tinggi kelaersamaan dan tidak merampas atau

YL alu Husni, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial MsélaPengadilan dan Di Luar
Pengadilan,PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.1

’Konflik merupakan bagian dari proses sengketa nmgyagi proses konflik mencangkup tahapan
potensi konflik namun penggunaan istilah sengketing dipersamakan dengan konflik yaitu suatu ksindi
yang ditimbulkan oleh dua orang atau lebih yandritan oleh beberapa tanda pertentangan secamagtera
terangan, baik disebabkan oleh rasa tidak puasegaan pendapat, dan atau diperlakukan secaraatitiladde
Saptomo,Hukum Dan Kearifan Lokal (Revitalisasi Hukum Adatishintara), PT Gramedia Widiasarana
Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 29

3zaiyardam ZubirBudaya Konflik Dan Jaringan Kekerasan ( Pendek&®anyelesaian Berdasarkan
Kearifan Lokal Minangkabau)INSISTPress, Yogyakarta, 2010, hal. 66



menekan kebebasan individu dan tidak membiarkas t@enerus tetapi harus diupayakan

jalan penyelesaiah.

Penyelesaian konflik atau sengketa di masyarakagaw pada prinsip kebebasan
yang menguntungkan kedua belah pihak, pihak dapatawarkan opsi penyelesaian
sengketa dengan perantara. Para pihak tidak tenpatta upaya pembuktian benar atau
salah dalam sengketa yang mereka hadapi, tetapekemecenderung memikirkan
penyelesaian untuk masa depan, dengan mengakokenddsepentingan-kepentingan
mereka secara berimbar®ggi Indonesia, penyelesaian secara musyawarahkatufa
semacam itu memperoleh dukungan akar budaya yahg ldan dihormati dalam lalu

lintas pergaulan sosil.

Dalam kehidupan bermasyarakat, asas kekeluargaampakan suatu lembaga-
lembaga tradisional yang dahulu digunakan dalamyeiesaikan sengketa dan asas
musyawarah untuk mufakat tidak dapat di sangkalupstan sebagian dari kekayaan
kebudayaan Indonesia namun tidak dikembangkan asebaiah untuk menyelesaikan
sengketa, seiring arus modernisasi membawa pernlddiam kehidupan bermasyarakat
cenderung munculnya budaya gugat mengugat sehilegglaaga peradilan kewalahan

menyelesaiakan sengketa.

Paradigma pengembangan penyelesaian sengketa tigasfli bukan untuk

menggantikan penyelesaian di pengadilan, namunp@yaygunaan alternatif penyelesaian

“Timothy Lindsey dalam Syahrizal Abbadediasi Dalam Pespektif Hukum Syariah, Hukum Adat,d
Hukum Nasional Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal. 28

’lbid, hal. 284.

®Seperti institusi adat di sumatera barat, yaitu Kgéhg mempunyai peran sebagai mediator atau
konsiliator yang berusaha untuk mendamaikan piliaédkp yang saling bersengketa. lihat dalam Maria
S.W.Sumarjono.,Nurhasan Ismail.dan Isharyam¥tediasi Sengketa Tanah, Potensi penerapan Altdrnati
Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanah&mpas, Jakarta, 2008, hal. 5 dan 15.

"Ade Saptomap.cit, hal 97

8penyelesaian sengketa non litigasi yaitu penyelesséngketa secara musyawarah yang dibantu oleh
pihak ketiga dengan keputusan Konsensus atau Kesepabersama. Lihat Khotibul UmarRenyelesaian
Sengketa Di Luar PengadilarRustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hal.7



sengketa di luar pengadilan juga bisa menjadi gmliimasyarakat untuk menyelesaikan
sengketa secara efektif dan efesien karena pemapgaindang-undangan yang berlaku
memberi ruang untuk diselesaikan di luar pengadilpenyelesaian sengketa perdata di
samping dapat diajukan ke peradilan umum juga kertkemungkinan diajukan melalui

arbitrase dan alternatif penyelesaian sengieta.

Adapun beberapa keunggulan dari penyelesaian sengiecara non litigasi
seperti: (1)sifat kesukarelaan dalam proses; (8gmhor cepat yaitu kecepatan dalam
menyelesaikan sengketa tergantung dari itikad para pihak yang sedang bersengketa
dalam upaya menyelesaikanya; (3)putusan nonyudisi@d)prosedur rahasia;
(5)fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat psaian masalah di mana kesepakatan
ditentukan oleh para pihak, hemat waktu dan biég)@emeliharaan hubungan baik, lebih
mudah di kontrol dan lebih mudah memperkirakan|haanyelesaian sengketa melalui
lembaga alternatif; (7)putusan cenderung bertalaamalkarena penyelesaian sengketa

secara kooperatif dibandingkan pendekatan advetsialpertentangdh.

Munir Fuady juga menjelaskan manfaat penyelesaagketa di luar pengadilan

walaupun secara tidak tegas menjelaskan hal tdrseparti:

a.Sifat penyelesaian sengketa di luar pengadilag gapat dan efesien;
b.Undang-undang tidak mengharuskan secara tegals mneingikuti setiap tahap tersebut;

c.Masih tercakup dalam kewenangan dan kebebasam mhek untuk berkontrak,
termasuk untuk memilih cara penyelesaian sengkatg glikehendakinya;

d.Untuk kepentingan efektifitas. Jika para piha#tatutidak mau menggunakan salah satu
atau lebih tahap-tahap penyelesaian sengketa, adakgunanya dipaksakan, karena

®Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasahakitean, Pasal 10 ayat (2) dan pasal 60

ayat (1) menyatakan “Ketentuan sebagaimana dimdaksula ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian
perkara perdata secara perdamaian dengan caralgsaiga sengketa di luar Pengadilan Negara melalui
arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketarsdnsultasi, negosiasi, mediasi, konsilidiasiuapenilaian
ahli.

Y%Ermansyah DjajaPenyelesaian Sengketa Hukum Teknologi InformasiTdansaksi elektrik (Kajian

Yuridis Penyelesaian Secara Non Litigasi Melalubifase dan Alternatif Penyelesaian Sengk&astaka
Timur,Yogyakarta,2010, hal 101

MK hotibul Umam,op.cit, hal.8



kemungkinan besar kata sepakat juga tidak akaagarcDengan demikian, sungguhpun
tidak disebutkan dengan jelas, tahap-tahap perajatessengketa tersebut bukanlah
hukum memaksa(dwinged recht) melainkan hanya huk@mgatur, akan tetapi, sekali
tahap tersebut sudah disetujui oleh para pihak,ampéra pihak tersebut wajib
mengikutinya*?

Penyelesaian sengketa non litigasi dapat mengurpegumpukan perkara di
lembaga peradilat?, penerapan asas sederhana, cepat, biaya ringatiseégsaikan dalam
waktu paling lama 6 (enam) bulan di pengadifamengalami kendala, karena banyaknya
perkara yang masuk, terbatasnya tenaga hakim yergdiitas® dan profesional yang
memiliki keahlian dan menggunakanya sebagai peketfadan minimnya dukungan
fasilitas!’ penumpukan perkara tidak hanya terjadi pada tingkatama dan banding,
tetapi juga pada tingkat kasasi di Mahkamah Agutgngga perwujudan asas tersebut

tersendat dalam mengakses keadifan.

Dalam praktik, penyelesaian perkara melalui pergaagnembutuhkan waktu lama
dan berlarut-larut, yang meliputi tahapan dan mos@ersidangan dimulai pendaftaran
gugatan dan dilanjutkan penentuan hakim kemudiasgsr pemanggilan para pihak dan
sampai pada penjatuhan putuimpses penyelesaian juga terlalu formalitas, sukar

dipahami dan tidak ada jaminan atas kepastian hudehmgga akses untuk memperoleh

“Munir Fuady,Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian SengMgisnis),PT Citra Aditya Bakti,
Bandung. 2000, hal.6-7

13Adi Sulistiyono, Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi Di Indonesiambaga Pengembangan
Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan PekenetdNS (UNS Press), Surakarta, 2007. hal.157-158

¥Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekna$ahakiman Pasal 2 ayat (4) dan pasal 4
ayat (2), Lihat juga dalam Surat Edaran Mahkamgangy Nomor.6 Tahun 1992 pada tanggal 21 Oktobe? 199

Menurut Adi sulistiyono rendahnya kualitas hakinteda penguasaan pengetahuan hukum; moralitas
yang rendah dan keputusan atau vonis hakim yangbmgmmgkan para pihak berpekara, Lihat dalam Adi
Sulistiyono.op.cit, hal. 262-280.

®Takdir RahmadiMediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatafakaty PT RajaGrafindo
Persada, Jakarta, 2010. hal.34-35

Ytasilitas yang dimaksud antara lain mencangkupgemaanusia yang berpendidikan dan terampil,
organisasi yang baik, peralatan yang memadai, kmumagang cukup dalam rangka penegakan hukum untuk
mencapai tujuanya, lihat dalam Soerjono Soekaritaktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta,1983, hal.37

8syahrizal Abbasop.cit. hal.292

¥Badriyah HarunProsedur Gugatan Perdat®enerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, lalZ3



keadilan tidak cepat® sudah banyak perkara yang diputuskan tidak dieasakan

keadilan dan akhirnya masyarakat bersikap apatisrdecehkan peradilan itu sendtri.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakplementasi dari proses
penyelesaian sengketa yang sudah ada dalam kehidnpsyarakat bangsa Indonesia,
pada tahun 1894 Pemerintahan Hindia Belanda meRkglement op burgerlijke
Rechtvorderingatau Rv telah menerapkan system penyelesaian sangkdalui jalur non
litigasi yaitu arbitrase (termasuk medig$iDan pasal 130 HIR/154 RBg yang berlaku
dalam masa penjajahan Belanda juga mengisyaratf@rhakim menerapkan perdamaian

di pengadilan tidak hanya sekedar formalitas Saja.

Keberadaan mediasi sebagai salah satu bentuk mek@menyelesaian sengketa,
merupakan bagian dari norma sosial yang hidup, lmEkembang dalam masyarakat
indonesia yang berorientasi pada keseimbangan dharkonisan yang intinya semua
orang merasa dihormati, dihargai dan tidak ada vyaglahkan, mediasi akan
memberikan akses kepada masyarakat untuk menyaassengketa yang lebih cepat dan

mengurangi beban perkara di pengadffan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 jugajeteskan bahwa

pertimbangan lahirnya mediasi di pengadilan di dasabahwa :

1.Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beratgrangadilan dapat menjadi salah

satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan perukap perkara di pengadilan;

sudikno MertokusumoHukum Acara Perdata Indonesiaiberty, Yogyakarta, 1988, hal. 2

ZAdi Sulistiyono,op.cit.hal 138-139

Muhammad SaifullahMediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Pésibi Indonesia
Walisongo Press, Semarang, 2009, hal.67

“Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pelmjadhgama Dan Mahkamah
Syariyah,Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal.133

#Maria S.W.Sumarjono, Nurhasan Ismail dan Isharyapait, hal 9



2.Mediasi merupakan salah satu proses lebih cegratmtlrah, serta dapat memberikan
akses kepada para pihak yang bersengketa untuk eneleip keadilan atau penyelesaian

yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi;

3.Instusional proses mediasi ke dalam sistem paraddapat memperkuat dan
memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam nhesgi&an sengketa di samping

proses pengadilan yang bersipat memutus (adjufjikati

Mediasi juga mengatasi perbedaan dalam posisi taverawar dari para pihak
yang bersengketa dengan keseimbangan posisi tagraebtit akan memberikan
kesempatan kepada pihak lemah karena mediasi: wiekge sebuah suasana yang tidak
mengancam, memberi setiap pihak kesempatan untiticae dan didenggarkan oleh
pihak lainya dengan lebih leluasa, meminimalkanb@éaan di antara mereka dengan
menciptakan situasi informalmembantu proses negosiasi bila para pihak mencapai
kebuntuan, biaya murah, tidak formal, mengurangargermusuhan. Kerugiannya
seringkali terjadi praktek penundaan, dan kesulitdalam pelaksanaan hasil

penyelesaiaf®

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disamping meng&tara rinci tentang
Arbitrase, juga memperlihatkan bahwa sebenarnya jugnekankan kepada penyelesaian
sengketa berbentuk medidsbahkan tidak menutup kemungkinan penyelesaianksémg

melalui alternatif lairf?Alternatif lain penyelesaian sengketa adalah leral@nyelesaian

Gatot SoemartondArbitrase Dan Mediasi Di Indonesia,PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
2006. hal. 139-141

% alu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesi®T RajaGrafindo Persada, Jakarta,
2007, hal.135-136

#Gatot Soemarton@p.cit. hal. 4-5

ZMunir Fuady.op.cit hal. 3



sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yasepaftati para pihak, yakni

penyelesaian di luar pengadilan dengan cara satahys adalah medias!.

Alternatif penyelesaian sengketa dalam pengertiagiang-undang adalah suatu
pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilamgade cara menyampingkan
penyelesaian secara litigasi di pengadifatmplementasi Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di &ditan, dikarenakan kurang
memadainya pengaturan tentang mediasi dalam Unaadeng Nomor 30 Tahun 1999

tersebuf?

Lahirnya Perma No 1 Tahun 2008 tentang Proseduiniddiedi Pengadilan untuk
mendayagunakan mediasi sebagai salah satu prosgslgsaian sengketa yang lebih
cepaf? dan murali? serta memberikan akses kepada para pihak menemekgelesaian
yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan agaadne@mgtrumen efektif mengatasi
masalah penumpukkan perkara di pengadilan sertaper&mat dan memaksimalkan
fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan séaghk samping proses pengadilan

yang bersifat memutusjudikatif).>*

Mediasi di pengadilan wajib diterapkan yang merapakkses untuk mendorong

kesadaran para pihak untuk duduk bersama dalametesajkan sengket dan solusi

penjelasan pasal 6 UU Nomor.30 Tahun 1999 Tentarmitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa

¥Muhammad Saifullatp.cit, hal 65

31YU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan AltéfnBenyelesaian Sengketa, hanya menjelaskan
secara sumir (dangkal) proses penyelesaian senghel@lui APS, dari 82 pasal, hanya pasal 6 ayat (2)
menyebutkan’Penyelesaian sengketa atau beda péndatsui alternatif penyelesaian sengketa disétasa
dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalamuwpéting lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya
dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. ldaEtm Gatot Soemartonop.cit hal 8-9

%Ermansyah Djajagp.cit.hal105. Lihat juga pasal 13 ayat (3) Perma No.(uifi22008.

#pasal 10 Perma No.01 Tahun 2008, Menjelaskan bdiisg mediator hakim tidak dipungut,
sedangkan mediator bukan hakim ditanggung bersdghgpara pihak atau berdasarkan kesepakatan peata pi

¥penjelasan Perma Nomor 01 Tahun 2008 Tentang dnodéediasi Di Pengadilan Mahkamah
Agung Republik Indonesia

*pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Perma Nomor.01 TaB08 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;
menjelaskan bahwa: setiap hakim, mediator dan pidwak wajib mengikuti prosedur penyelesaian setegke



untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadikgen Pengadilan Tinggi Negeri,
dan Mahkamah Agung, dan mediasi akan menghasilkemdamaian dan menjalin
hubungan baik antara para pihak, memuaskan, hemakiuwlan hemat sumber daya,
sehingga tidak menghabiskan biaya dan ted&§a.samping itu, kurangnya kepercayaan
atas kemandirian lembaga peradilan dan kendala néstratif yang melingkupinya,

sehinggga pengadilan merupakan pilihan terakhirkuntenyelesaikan sengkéta.

Timbulnya sengketa di pengadilan, disebabkan adasyatu peningkatan
pertumbuhan ekonomi akan kebutuhan rumah tanggasitn, jasa dan pemukiman di
mana keberadaan seperti tanah erat kaitanya déegaiupan manusia, maka orang akan

berusaha keras dan berupaya berjuang untuk mekeapat

Pengaduan masalah pertanahan merupakan salaragdbelterapa persoalan yang
timbul di Pengadilan Negeri Klas IB Bangko, dan apatkan suatu fenomena untuk
mempersoalkan kebenaran suatu hukum yang berldetagan pertanahan seperti riwayat
memperoleh tanah, penguasaan, pemilikan, penggudaanpemanfaatan tanah dan
hampir di segala aspek pertanahan dapat mencugadnesamber sengketa pertanahan

seperti halnya keliru akan batas tanah maupunukakan pemberian warisan.

Terjadinya penumpukan perkara di Pengadilan Nelgi&as IB Bangko selain
bertambahnya pengajuan gugatan juga disebabkans@ahperkara seperti pada tahun
2009 harus menyelesaikan sisa perkara tahun 200 y@nyisakan 3 perkara gugatan
yang belum terselesaikan, hal ini disebabkan biefdbelitnya prosedur dalam proses
pemeriksaan perkara dan akhirnya jangka waktu pksa@n perkara menjadi lama dan

biaya perkara yang harus dikeluarkan bertambahdmhkberapa perkara yang diperiksa

melalui mediasi dan apabila tidak menempuh proseeisebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan
pasal 130 HIR dan/atau Pasal 154 R.Bg yang mengjikib putusan batal demi hukum.

%Takdir Rahmadipp.cit, hal.68

¥"Maria S.W.Sumarjono.Nurhasan Ismail dan Isharyapait, hal 4



dalam kurun waktu bertahun-tahun dan masih adaapeskang belum diselesaikan sampai

pihak yang berperkara diteruskan oleh ahli waris.

Dengan adanya mediasi di pengadilan, masyarakaj jetibat dalam perkara
dapat menyelesaian sengketa secara mediasi baik diapayakan hakim, pengacara
maupun kehendak dan kesadaran para pihak itu gesglain sebagai instrument efektif
mengatasi beban perkara juga akan membantu P&ngaiigeri Klas IB Bangko dalam
mengimplementasikan asas sederhana, cepat dan iegan karena mediasi adalah
sukarela dan membantu bukan untuk membebani phek pian waktu tidak terbuang
untuk menyelesaikan sengketa. Berdasarkan latakdral yang telah diuraikan di atas,
penelitian ini mengenairMediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Klas IB

Bangko.

B.Rumusan Masalah

1.Bagaimana proses pelaksanaan mediasi perkaratpatidPengadilan Negeri Klas 1B

Bangko?

2.Bagaimana efektifitas mediasi untuk pengurangsab perkara di

Pengadilan Negeri Klas IB Bangko?

3.Kendala pelaksanaan mediasi untuk pengurangaanbgérkara di Pengadilan Negeri

Klas IB Bangko dan upaya mengatasinya ?

C.Tujuan Pendlitian

1.Untuk mengetahui tentang proses pelaksanaan snatii#engadilan Negeri Klas IB
Bangko berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tenRmogedur Mediasi di

Pengadilan.



2.Untuk mengetahui apakah proses penyelesaiamnaerkelalui mediasi dapat menjadi

efektif untuk pengurangan beban perkara di Pergadiegeri Klas IB Bangko.

3.Untuk mengetahui kendala pelaksanaan mediask ysgagurangan beban perkara di

Pengadilan Negeri klas IB Bangko dan upaya menggeas

D.Manfaat Pendlitian
1.Manfaat Teoretis

a.Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya agan-teori di bidang ilmu hukum,

dan bermanfaat bagi perkembangan proses medi&siragerdata di pengadilan.

b.Merupakan bahan penelitian lanjutan, baik seb&gdian dasar ataupun sebagai

bahan perbandingan bagi penelitian yang lebih luas.
2.Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangemikiran dan saran atau
langkah yang lebih baik dalam proses perkara perdedlalui mediasi, bermanfaat
untuk memecahkan permasalahan yang berhubungarardgrenyelesaian sengketa
melalui mediasi, dan sebagai bahan masukan badiysndan untuk penyempurnaan

aturan-aturan tentang mediasi.



BAB IV

PENUTUP

A.Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan di, atagka dapat di tarik

kesimpulan bahwa :

1.Proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Nedas BB Bangko mengacu pada
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tenfarasedur Mediasi di
Pengadilan yang mencangkup beberapa tahapan datsespmediasi seperti tahap pra

mediasi dan tahap proses mediasi.

2.Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri KlaB#dgko belum berjalan dengan
efektif disebabkan mengalami hambatan dan kendalaun apabila ada upaya sunguh-
sungguh untuk menjalankan mediasi dapat menguraelgan perkara di pengadilan

karena sudah ada peningkatan dalam pengurangan petiara.

3.Kendala pelaksanaan mediasi sebagai penguranghan bperkara di pengadilan
disebabkan kurangnya peranan dari para pihak umekdukung terciptanya proses
mediasi dan keterbatasan tenaga mediator yang sgiof@al selain itu fasilitas
mempengaruhi proses mediasi dan upaya mengatagamgsan mengupayakan ruangan
dan mediator yang ditunjuk didasarkan pada kretergmg dianggap mampu

menjalankan proses mediasi.



B.Saran

1.Mahkamah Agung dapat merealisasikan akan fasiiemdukung keberhasilan mediasi
sebagai alternatif penyelesaian sengketa di pelagadieperti ruang khusus untuk
mediasi, mengingat keberhasilan proses mediasigaelm@strument untuk mengurangi

perkara di pengadilan terkendala disebabkan kugendasilitas.

2.Pembentukan lembaga pelaksanaan pelatihan datidpeam mediasi di daerah juga
perlu di pertimbangkan oleh Mahkamah Agung mendikgterbatasan tenaga mediator
yang professional. Sehingga dapat mempermudah pakam, praktisi hukum,

akademisi hukum dan sarjana hukum mendapatkanhzeiadan pendidikan mediasi.

3.Para Pihak harus memperjuangkan budaya musyav&medra rasional untuk bisa
dipergunakan sebagai penyelesaian sengketa, jangaganggap sebagai given saja,
tapi harus ada usaha menggerakan motivasi bahwayéuthampu menyelesaikan

sengketa melalui pendekatan jalur non-litigasi.
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